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ABSTRAK
Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami
peningkatan, korbanya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah
merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Pelakunya berasal dari lingkungan
keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya. Diantara masyarakat Indonesia yang
paling rawan menjadi korban kekerasan adalah kaum perempuan dan anak-anak.
Tindak pidana kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang
relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi
juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat
istiadat. Dalam melakukan penyidikan dan dalam mengungkap tindak pidana
kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya anak, didapati
karakteristik yang berbeda-beda dalam diri setiap pribadi anak-anak. Perbedaan
karakteristik atau sifat yang terdapat dalam diri anak-anak inilah yang
menyebabkan para penyidik memiliki kendala dalam mengungkap kasus
kekerasan seksual pada anak sehingga berakibat pada mudah dan sulitnya suatu
kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan jelas.
Permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi,
mendeskripsikan, menganalisis, mengetahui dan memahami kendala yang
dihadapi penyidik dalam mengungkap kasus kekerasan seksual pada anak di Kota
Surabaya serta untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis,
mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam
mengungkap kasus kekerasan seksual pada anak. Data yang diperoleh kemudian
diolah yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka disimpulkan yang
menjadi kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual
pada anak adalah sulitnya menemukan pelaku yang telah melarikan diri, terbatas
dalam waktu penyelesaian berkas perkara, kekurangan personel penyidik, kurang
mendapatkan informasi si pelaku, sulitnya mendapatkan keterangan dari korban
trauma berat, mengalami kesulitan dalam membayar visum, kurangnya sarana dan
prasarana yang memadai. Sedangkan upaya penyidik untuk dapat mengungkap
tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah melakukan kerjasama dengan
2kepolisian daerah tertentu untuk menemukan pelaku, mengajukan penambahan
personel, pemberian pendampingan oleh psikolog, menjalin komunikasi,
mengajukan perbaikan sarana dan prasarana, mengajukan dana bantuan untuk
membayar visum dari keluarga kurang mampu, dan memberikan motivasi ke
orang tua.
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ABSTRACT
In indonesia cases of sexual violence every year has increased, the victims
not only from the adults just now have expanded to teenagers, even toddlers
children.It was derived from family environment, schools and the surrounding
community. Among people of Indonesia most prone to becoming victims of
violence are women and children.The criminal act of this sexual violence not only
happened in big cities relatively more advanced culture and cognizance or
knowledge the law but it also occurs in rural areas is still relatively holds the value
of tradition and customs. In doing and in criminal investigation revealed sexual
violence committed by the offender and the victim, found different characteristics
in any personal children. The difference characteristic or trait that there are
children themselves in this is causing the investigators have revealed constraint in
sexual violence cases in children so that led to easy and the difficulty of a case to
be revealed precisely and clearly. And this research is the aim of identifying,
describe, analyze know and comprehend the obstacles investigators in the
uncovering of sexual violence case in Surabaya and children in the city, in order
to identify describe, analyze know and comprehend the efforts made by exposing
investigators in sexual violence case in children.
Later on the data processed discussed qualitative and then served in a
descriptive.Based on the analysis of the data and the facts of the then it was
concluded that becomes an obstacle of investigators in uncover a criminal act of
sexual violence on child is the difficulty of actually finding the who had fled
limited in time the completion of the docket, a shortage of personnel investigators,
to lack of information the prep, difficult it was to obtain information from a victim
of trauma heavy, experienced difficulty in pay of medical check, a lack of
facilities and infrastructure that adequate.While efforts to investigators to be able
to uncover a criminal act of sexual violence on child is performing cooperation
with regional police certain to actually finding the, apply for an additional
personnel, the provision of assistance by psychologists, establish communication,
lodge repair equipment and infrastructure proposed for the assistance to pay the
family medical check from less than well-off and provide the motivation to
parents.
Key Words: Investigators, the criminal act; sexual violence, a child.
3PENDAHULUAN
Di Indonesia kasus kekerasan seksual  setiap tahun mengalami peningkatan,
korbanya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke
remaja, anak-anak bahkan balita. Pelakunya berasal dari lingkungan keluarga,
sekolah dan masyarakat sekitarnya. Di antara masyarakat Indonesia yang paling
rawan menjadi korban kekerasan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Tindak
pidana kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif
lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga
terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Di
berbagai pemberitaan media cetak hingga media elektronik selalu terdapat kasus
mengenai kekerasan seksual pada anak. Bentuk dan modus operandinya pun
dilakukan cukup berbagai macam cara.
Di Indonesia sendiri untuk kasus kekerasan seksual anak mengalami
peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2011 terdapat 2509 laporan
kekerasan, 59 % nya adalah kekerasan seksual. Sementara pada tahun 2012 pihak
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) telah menerima 2637 laporan,
62 % nya adalah kekerasan seksual.1 Sepanjang tahun 2010-1014, pihak Pusat
Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak menunjukan telah terjadi 21.689.797
kasus pelanggaran hak anak di 34 provinsi. sebanyak 42-58 persen dari
pelanggaran tersebut merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak.
Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, penelantaraan anak dan perebutan anak,
eksploitasi ekonomi dan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual
komersial. Sepanjang Januari hingga April 2014 saja, pihak Komnas Anak
menerima laporan 679 kasus, dengan jumlah korban 896 anak. Separuh, atau 56
persen dari laporan tersebut merupakan kejahatan seksual terhadap anak.2
Data yang lain menunjukan pihak Komnas Anak di tahun 2010 menerima
2046 kasus, 42 persen diantaranya adalah kejahatan seksual; tahun 2011
meningkat yakni 2460 kasus, 58 persen diantaranya kejahatan seksual; meningkat
1BBC, 2013 Tahun “darurat kekerasan seksual anak” Indonesia, (online),
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/01/130107_childrape.shtml diakses
pada tanggal 30 juni 2014.
2Dini Felicitas, Indonesia Darurat Kejahatan Seksual terhadap Anak, (online),
http://www.tabloidnova.com/Nova/News/Peristiwa/Indonesia-Darurat-Kejahatan-Seksual-
terhadap-Anak/ diakses pada tanggal 30 juni 2014.
4kembali di tahun 2012 menjadi 2626 kasus, 62 persen diantaranya kejahatan
seksual; di tahun 2013 kembali terus meningkat menjadi 3339 kasus, 58 persen
diantaranya kejahatan seksual.3 Pada tiga bulan memasuki tahun 2014, pengaduan
yang diterima oleh Komnas Anak telah sebanyak 223 kasus, terdiri dari 103 kasus
kekerasan seksual dan sisanya kasus kekerasan fisik dan penelataran.
Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang tidak lepas dari adanya kasus
kekerasan seksual terhadap anak. Menurut data yang diambil oleh penulis ketika
melakukan prasurvei di Polda Jawa Timur dalam kurun waktu 3 tahun yakni tahun
2012 terdapat 76 kasus, tahun 2013 terdapat 198 kasus dan tahun 2014 terdapat 47
kasus. Kasus-kasus tersebut tersebar diberbagai daerah seperti Sumenep,
Sampang, Bojonegoro, Kabupaten Malang, Sidoarjo, Pasuruan, Jombang, Ngawi,
Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Madiun, Tuban, Nganjuk, Bondowoso, Pacitan,
Situbondo, dan di Mojokerto. Terutama untuk Kota Surabaya juga memiliki angka
untuk kasus kekerasan seksual anak cukup tinggi dan akhir-akhir ini mengalami
peningkatan.
Di Jawa Timur sendiri tercatat Kota Surabaya adalah daerah dengan kasus
kekerasan seksual anak tertinggi. Di Polrestabes Surabaya, penulis mendapatkan
data selama kegiatan prasurvey tercatat selama periode 2011 hingga periode 2014
bulan Agustus telah mengalami peningkatan dalam kasus kekerasan seksual anak.
Dari data yang telah di ambil menyebutkan bahwa tahun 2011 terdapat 58 kasus,
tahun 2012 terdapat 70 kasus, tahun 2013 terdapat 76 kasus, tahun 2014 hingga
agustus terdapat 53 kasus.
Dalam melakukan penyidikan dan dalam mengungkap tindak pidana
kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya anak, didapati
karakteristik yang berbeda-beda dalam diri setiap pribadi anak-anak.
Perbedaan karakteristik atau sifat yang terdapat dalam diri anak-anak inilah
yang menyebabkan para penyidik memiliki kendala dalam mengungkap kasus
kekerasan seksual pada anak sehingga berakibat pada mudah dan sulitnya suatu
kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan jelas.
3Teb, Negeri Ini Makin Tak Bersahabat Dengan Anak-Anak, (Online),
http://news.okezone.com/read/2014/04/01/337/963387/negeri-ini-makin-tak-bersahabat-
dengan-anak-anak diakses pada tanggal 30 Juni 2014.
5Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan lebih meneliti tentang
“KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI DI UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTABES SURABAYA)”
PERMASALAHAN
1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap kasus
kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk dapat mengungkap
kasus kekerasan seksual pada anak?
PEMBAHASAN
Metode
Jurnal ilmiah ini didapat dari laporan penelitian tentang Kendala Penyidik
dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak dengan
menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian secara Yuridis
Empiris, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum
atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang
ada dilapangan. Dengan menganalisa secara mendalam mengenai kendala dan
upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
Data utama yang diambil adalah data primer yang diperoleh dari responden
yang berkompeten yaitu penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Polrestabes Surabaya. Cara memperoleh data adalah dengan melakukan
wawancara atau interview dengan pihak penyidik PPA.
Hasil Penelitian dan Analisa
a. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Mengungkap
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis
dengan pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Polrestabes Surabaya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak
penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di
6kota Surabaya yaitu:4 kendala yang pertama adalah ketika pelaku tindak
pidana kekerasan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah
dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya
akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum
ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam
mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan
tersebut.Pihak penyidik dari Polrestabes Surabaya telah melakukan
koordinasi dengan Polda Jatim untuk melacak para pelaku dari tindak
pidana kekerasan seksual pada anak yang sering melarikan diri ke seluruh
daerah Jawa timur. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak
Polda Jatim akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di
Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara, para penyidik mengalami kendala
apabila para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak
melarikan diri ke suatu kota. Lokasi yang menurut para penyidik paling sulit
untuk menemukan para pelaku yang melarikan diri adalah ketika para
pelaku melarikan diri ke Madura. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari
masyarakat Madura masih kurang mengetahui hukum pidana yang berlaku
sehingga para penyidik harus membawa pasukan yang cukup banyak untuk
menangkap pelaku.
Kendala kedua adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu
dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan
waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak
penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara seusia
target yang di tentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat
menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya:
untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu
bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum
dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual
diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari
satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah
4Berdasarkan hasil wawancara dengan KANIT PPA Polrestabes Surabaya AKP Suratmi,
SH pada tanggal 23 Oktober 2014 Pukul 10.00 Wib.
7berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.Hal tersebut dikarenakan jumlah atau
kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah
personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA Polrestabes Surabaya
adalah hanya 8 (delapan) orang penyidik yang mengungkap tindak pidana
kekerasan seksual pada anak di kota Surabaya dan dalam kondisi sekarang,
satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 9-10 Laporan Polisi sehingga
penyidik harus bekerja ekstra keras. Jumlah personel tersebut berbanding
jauh dengan besar wilayah dari Kota Surabaya dan jumlah penduduknya
sehingga dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual
pada anak di Surabaya masih kurang maksimal.
Kendala ketiga adalah kurang mendapatkan informasi tentang si
pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si
pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang
melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah
tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar
informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon,
keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui
secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang
diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda
dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.
Kendala yang keempat adalah pihak penyidik kesulitan
mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma
berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan
atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang
mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana
kekerasan seksual sodomi atau pencabulan.
Kendala kelima, dalam penyidikan mengenai tindak pidana
kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat
bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah dengan
melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang
sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban
beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga
8yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan
keluarganya sering merasa keberatan umtuk membayar proses visum yang
cukup mahal. Pihak korban dan kelurganya yang merasa keberatan adalah
keluarga dari korban yang mengalami trauma berat. Visum yang dilakukan
mengeluarkan biaya rata-rata sekitar Rp. 60.000 hingga Rp. 300.000 dan
belum termasuk obat-obatan yang diterima. Perbedaan dalam penentuan
tarif dalam melakukan visum sangat tergantung dari pengobatan yang
dilakukan. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian setelah
pembuatan surat pengantar SPKP yang berdasar kepada Laporan Polisi yang
dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak SPKP memproses dengan
membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan
visum kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat
permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak
dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti.
Kendala berikutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang
memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana
kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Polrestabes Surabaya yaitu tempat
penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak
ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk
menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik
melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang
kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah
tindak pidana
Dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Surabaya
paling banyak terjadi pada usia-usia rentan yaitu pada usia pada anak antara
5 (lima) tahun yang masih berpendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar
hingga anak yang telah beranjak remaja dan berpendidikan sekolah
menengah atas. Tindak pidana kekerasan seksual pada anak terbagi menjadi
dua bagian yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya
sama-sama anak dan dilakukan oleh pelakunya orang dewasa yang
korbannya anak. Untuk pelaku dan korban sama-sama anak, dilakukan oleh
pelaku anak-anak yang masih bersekolah TK-A dan TK-B dari usia 5 tahun
9yang memiliki keingintahuan tinggi terhadap lawan jenis. Untuk korbannya
anak kebanyakan masih menempuh Sekolah Menengah Pertama kelas I.
Sedangkan untuk pelaku anak yang telah bersekolah dari Sekolah Menengah
Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang berusia mulai 13 tahun sampai
16 tahun. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya sama-sama
anak berdasarkan suka sama suka antar sebaya satu sama lainnya.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Unit
Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa pelaku tindak pidana kekerasan
seksual pada anak di Kota Surabaya paling banyak dilakukan oleh orang tua,
pengantar anak sekolah, tetangga kos, teman dimedia sosial seperti
Facebook, anak yang masih Sekolah Menengah Atas kelas 2 dan kelas 3,
serta orang yang baru dikenal. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa
telah mengarah kepada persetubuhan. Jika tindak pidana kekerasan seksual
yang dilakukan oleh pelaku dan korban masing-masing anak masih
dianggap belum cakap secara hukum sehingga masih mendapatkan
perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak.
Kasus kekerasan seksual di kota Surabaya paling banyak dilakukan
oleh orang dewasa sebagai pelaku. Para pelaku dewasa tindak pidana
kekerasan seksual pada anak melakukan kekerasan seksual pada korbannya
yang masih anak-anak dengan membujuk dengan rayuan-rayuan akan
bertanggung jawab dengan dinikahi, mengiming-imingi sesuatu atau dengan
melakukan pemaksaan terhadap korbannya.
Berdasarkan hasil wawancara, Pihak penyidik Polrestabes
Surabaya paling banyak mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada
korban anak SMP kelas I, kelas II, dan kelas III yang berusia 14-15 tahun.
Sedangkan untuk pelaku paling banyak anak SMA kelas III.
Alat bukti yang digunakan dari tindak pidana kekerasan seksual
pada anak adalah pakaian yang digunakan oleh korban pada saat tindak
pidana kekerasan seksual tersebut terjadi, Visum yang dilakukan oleh
korban dan penyitaan barang bukti dari korban anak Sekolah Menengah
Pertama yaitu alat komunikasinya berupa handphone yang terdapat beberapa
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percakapan bujuk rayuan antara korban dengan pelaku, barang-barang yang
telah diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai hadiah.
b. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Untuk Dapat Mengungkap
Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya.
Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan
seksual pada anak berbeda dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan
oleh orang dewasa. Terkadang, penyelidikan tersebut mengalami beberapa
kendala didalamnya. Di kota Surabaya sendiri, pihak penyidik dari Unit
Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya sering mengalami
beberapa kendala yang terdapat di pembahasan diatas dari permasalahan
pertama.
Berikut akan dijelaskan mengenai upaya penyidik untuk dapat
mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Upaya yang
dilakukan adalah:5 Upaya pertama, pihak penyidik melakukan langkah
kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda
Jatim untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku. Apabila
pelaku berada pada lokasi yang cukup berbahaya, pihak penyidik membawa
pasukan yang cukup untuk membantu mengamankan daerah tersebut ketika
terjadi penangkapan pelaku.
Upaya kedua, dalam pelaksanaan mengungkap tindak pidana
kekerasan seksual pada anak yang masih kurang maksimal, pihak penyidik
melakukan penambahan jumlah personel Unit PPA Polrestabes Surabaya.
Idealnya, jumlah personel penyidik yang dimiliki adalah sekitar 20 personel
dan untuk 1 orang penyidik hanya mengungkap sekitar 1-2 tindak pidana
saja.
Upaya ketiga adalah untuk anak yang menjadi korban dari tindak
pidana kekerasan seksual pada anak terutama untuk kasus sodomi dan anak
yang mengalami trauma berat secara fisik dan psikis, pihak penyidik
menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh
seorang psikolog, orang tua, pengacara atau orang yang dipercayai oleh
5 Berdasarkan hasil wawancara dengan KANIT PPA Polrestabes Surabaya AKP Suratmi,
SH pada tanggal 23 Oktober 2014 Pukul 10.00 Wib.
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korban sangat membantu seorang anak dalam masa pemulihan dan
membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan
rasa takut.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak penyidik,
seorang anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual sering
terdapat trauma yakni trauma fisik dan trauma psikologi. Untuk trauma
fisik, pihak penyidik dan korban melakukan pengobatan ke dokter.
Sedangkan untuk trauma psikologi, pihak penyidik melakukan pengobatan
ke konseling di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) provinsi Jawa Timur yang
terletak di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dan melakukan pengobatan
ke seorang psikolog. Pemulihan untuk trauma psikologi sekitar 3-4 hari
tergantung kepada psikis si korban.
Upaya  keempat adalah sementara ini pihak penyidik memberikan
bantuan berupa dana yang diberikan kepada kelurga dari korban kurang
mampu yang melakukan proses visum. Upaya kelima yang dilakukan oleh
pihak penyidik untuk para orang tua dari anak-anak yang menjadi pelaku
atau korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah memberikan
motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan anak-anak
tersebut dimasa mendatang. Solusi yang diberikan untuk pelaku dan
korbannya masing-masing masih anak-anak adalah dapat menyelesaikan
masalah secara kekeluargaan sehingga tidak berlanjut ke penuntutan dan
persidangan.
Upaya keenam, pihak penyidik menjalin komunikasi dan
memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana
kekerasan seksual pada anak yang telah selesai menjalani masa
hukuman.Hal tersebut di lakukan agar mencegah tindak pidana kekerasan
seksual pada anak tidak di ulangi di kemudian hari dan terdapat efek jera.6
Upaya berikutnya, pihak penyidik dalam mengungkap tindak
pidana kekerasan seksual pada anak melakukan upaya pengajuan
penambahan jumlah personel penyidik sehingga pelaku dan korban beserta
keluarga yang ingin melakukan pengaduan tidak menunggu terlalu lama
6 Berdasarkan hasil wawancara dengan KANIT PPA Polrestabes Surabaya AKP Suratmi,
SH pada tanggal 23 Oktober 2014 Pukul 10.00 Wib.
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untuk memproses pengaduan dari tindak pidana kekerasan seksual pada
anak dan melakukan upaya pengajuan perbaikan sarana dan prasarana
berupa ruangan mediasi, memaksimalkan ruang penyidikan anak.
Menurut penyidik PPA polrestabes Surabaya, peran orangtua,
sekolah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah tindak pidana
kekerasan seksual pada anak terjadi secara terus menerus. Peran yang
diberikan dapat menyembuhkan trauma pada anak baik secara fisik maupun
secara psikis dan dapat membantu selama proses penyidikan berlangsung.
Pihak penyidik menghimbau kepada para orang tua atau orang terdekat yang
berada dengan pelaku atau korban dari tindak pidana kekerasan seksual pada
anak untuk tidak memarahi pelaku atau korban atas perbuatan yang terjadi.
Orang tua harus lebih berhati-hati atau lebih waspada dalam menjaga anak-
anaknya dari lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Pihak penyidik
sendiri memberikan motivasi kepada orang tua yang anaknya menjadi
pelaku atau korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak agar anak
tersebut tidak mengalami ketakutan pada saat melakukan penyidikan.
Terdapat upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak penyidik
Polrestabes Surabaya yaitu dengan melakukan gerakan atau kegiatan
sosialisasi tentang Undang-undang Perlindungan Anak kepada masyarakat
Kota Surabaya. Kegiatan sosialisasi rutin dilakukan sebulan sekali.
Sosialisasi yang dilakukan bekerjasama dengan berbagai kelurahan,
berbagai kecamatan, berbagai kampung-kampung, berbagai Universitas,
berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di kota Surabaya.
Tujuan dari sosialisasi tentang kekerasan seksual pada anak
tersebut agar masyarakat mengerti dan mengetahui informasi tentang tindak
pidana tersebut dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat akan bahayanya tindak pidana kekerasan seksual pada
anak yang telah banyak terjadi dengan memberikan penyuluhan, menempel
poster di tempat publik seperti mall, stasiun kereta api, terminal dan
mengadakan kerjasama dengan media massa.
Sosialisasi tersebut memberikan secara jelas kepada masyarakat
oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pihak penyidik.Jika
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terdapat hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan tindak pidana
kekerasan seksual pada anak, masyarakat dapat langsung melapor ke polisi
terdekat atau langsung ke penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak.
Upaya pencegahan lainnya, pihak penyidik juga melakukan
kegiatan penelusuran dengan mendatangi tempat-tempat yang berada di
daerah-daerah tertentu yang menjadi titik rawan dari tindak pidana
kekerasan seksual seperti lokasi prostitusi dan tempat karaoke dan ke
daerah-daerah yang dapat terjadi tindak pidana tersebut. Lokasi tersebut
menjadi titik rawan dikarenakan berawal dari lokasi seperti itulah tindak
pidana kekerasan seksual pada anak juga dapat terjadi sesuai dengan
lingkungan atau pergaulan. Kegiatan penelusuran tersebut juga rutin
dilakukan sebulan sekali.
Menurut penulis, upaya pihak penyidik untuk membuat kerjasama
dalam mekanisme penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana
kekerasan seksual pada anak dalam satu atap dengan melibatkan Polisi,
LSM dan instansi terkait dan upayakan kesatuan informasi dimutakhirkan di
Polrestabes Surabaya karena sesuai pasal 15 ayat (1) UU RI No 2 tahun
2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri secara umum
berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
Sebaiknya Pihak penyidik dapat mengadakan usaha preventif
dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Kegiatan-
kegiatan tersebut adalah pendidikan seks di sekolah-sekolah, pemberian
nasihat diperluas dalam program penjagaan untuk anak-anak, pertolongan
psikolog dan psikiantri terhadap anak-anak.
PENUTUP
KESIMPULAN
Adapun dari uraian diatas dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:
1. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap kasus
kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya adalah:
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a. Kendala yang pertama pihak penyidik sulit menemukan
keberadaan pelaku atas tindak pidana kekerasan seksual pada anak
yang telah melarikan diri dan menjadi buronan;
b. Kendala kedua adalah pihak penyidik dalam mengungkap tindak
pidana kekerasan seksual pada anak memiliki keterbatasan ruang
dan waktu sehingga sulit menyelesaikan berkas perkara sesuai
dengan target yang telah ditentukan;
c. Kendala ketiga, pihak penyidik mengalami kekurangan jumlah
personel dari Unit PPA Polrestabes Surabaya;
d. Kendala keempat adalah kurang mendapatkan informasi tentang si
pelaku sehingga pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan
pelaku yang melarikan diri;
e. Kendala kelimaadalah pada saat penyidikan berlangsung pihak
penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang
memiliki trauma psikis yang berat;
f. Kendala keenam, pihak korban dan kelurga yang akan melakukan
proses visum untuk membuat laporan polisi mengalami
keterbatasan dalam perekonomian untuk membayar biaya visum;
g. Kendala berikutnya, kurangnya sarana dan prasarana yang
memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana
kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Polrestabes Surabaya;
2. Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk dapat mengungkap kasus
kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya adalah :
a. Pertama, pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan
jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda Jatim untuk
mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku;
b. Kedua, penyidik berusaha mengajukan permohonan atas
penambahan jumlah personel penyidik yang mengungkap tindak
pidana kekerasan seksual di Kota Surabaya pada bagian Unit PPA
Polrestabes Surabaya;
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c. Ketiga, penyidik menyediakan pendampingan kepada korban
melalui seorang psikolog untuk memulihkan kondisi psikis korban
trauma berat dan korban sodomi;
d. Keempat, penyidik melakukan pengajuan permohonan bantuan
dana atau biaya kepada pihak pemerintah untuk korban yang
melakukan visum;
e. Kelima, penyidik untuk para orang tua dari anak-anak yang
menjadi pelaku atau korban tindak pidana kekerasan seksual pada
anak adalah memberikan motivasi dan memberikan solusi yang
terbaik untuk kehidupan anak-anak;
f. Keenam, pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan
pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana kekerasan
seksual pada anak yang masih menjalani masa hukuman maupun
yang telah selesai menjalani masa hukuman;
g. Berikutnya, melakukan upaya pengajuan perbaikan sarana dan
prasarana berupa ruangan mediasi, memaksimalkan ruang
penyidikan anak.
SARAN
Adapun saran yang ditujukan untuk permasalahan diatas adalah sebagai
berikut :
1. Untuk pihak pemerintah sebaiknya dapat membantu secara finansial
kepada korban dan keluarganya dari tindak pidana kekerasan seksual
pada anak yang berasal dari kurang mampu atau dapat memberikan
subsidi untuk pembiayaan dari prosess visum sehingga tidak
memberatkan dari pihak korban dan keluarganaya;
2. Pihak penyidik dapat membuat kerjasama dalam mekanisme
penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual
pada anak dengan membuka pelayanan khusus.
3. Meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak yang
menjadi korban dan saksi dari tindak pidana kekerasan seksual pada
anak sehingga anak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan
penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.
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4. Melakukan pendidikan seks di sekolah-sekolah, pemberian nasihat
diperluas dalam program penjagaan untuk anak-anak, pertolongan
psikolog dan psikiantri terhadap anak-anak.
17
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung.
A Fuad Usfa, 2006, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang.
Andi Hamzah, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII
Press, Yogyakarta.
Bambang Poernomo, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia,
Jakarta.
Darwan Prianst, 2003, Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung.
Hartono, 2012, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar
Grafika, Jakarta.
Made Sadhi Astuti (I), 2003, Hukum Pidana dan Perlindungan Anak,
Malang, UM Press.
Mahrus Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, PT Refika Aditama,
Bandung.
Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi
Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, Hukum Acara Pidana
Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta.
M.Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, PT Sinar Grafika,
Jakarta.
Nandang Sambas, 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan
Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya,
Graha Ilmu, Yogyakarta.
P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana, PT Citra Aditya
Bakti, Bandung.
Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
18
Teguh Prasetyo, 2005, Hukum Pidana Materiil Jilid 1, Kurnia Kalam,
Yogyakarta.
Yesmil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, PT Refika Aditama,
Bandung.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Moeljatno, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bina
Aksara.
M. Karjadi dan R. Soesilo, 1998, Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana, Bogor: Politeia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
Undang-undang  Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1979,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142.
Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4720.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.
19
Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak
Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1990.
INTERNET :
ARS/FMB, Kasus Kekerasan Seksual Merajalela di Jatim, (Online),
http://www.beritasatu.com/nusantara/112923-kasus-kekerasan-seksual-
merajalela-di-jatim.html Diakses pada 21 Juni 2014.
BBC, 2013 Tahun “darurat kekerasan seksual anak” Indonesia,
(online),
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/01/130107_childr
ape.shtml diakses pada tanggal 30 juni 2014.
Dini Felicitas, Indonesia Darurat Kejahatan Seksual terhadap Anak,
(online), http://www.tabloidnova.com/Nova/News/Peristiwa/Indonesia-
Darurat-Kejahatan-Seksual-terhadap-Anak/ diakses pada tanggal 30 juni
2014.
Eda Ervina, Diduga Cabuli 8 Anak, Seorang Kakek Ditangkap Di
Pasaman Barat, (Online),http://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-
cabuli-8-anak-seorang-kakek-ditangkap-di-pasaman-barat.html diakses
pada tanggal 30 Juni 2014.
Teb, Negeri Ini Makin Tak Bersahabat Dengan Anak-Anak, (Online),
http://news.okezone.com/read/2014/04/01/337/963387/negeri-ini-makin-
tak-bersahabat-dengan-anak-anak diakses pada tanggal 30 Juni 2014.
UMM, Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak, (Online),
http://fikes.umm.ac.id/en/nasional-umm-3766-indonesia-darurat-
kekerasan-pada-anak.html diakses pada tanggal 30 Juni 2014.
